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P U T U S A N

Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Endrawati binti Juri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

petani, tempat tinggal di  RT 04, Desa Teluk Kembang Jambu,

Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai

Penggugat;

melawan

Hendri bin  Burhanudin,  umur  42  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan petani, tempat tinggal di  lapas kelas II B Kelurahan

Tebing  Tinggi,  Kecamatan  Tebo  Tengah,  Kabupaten  Tebo,

Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  22

Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo

dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mto, Tanggal 01 Juli 20221,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

sah menikah pada tanggal 25-10-1997, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Tebo  Ulu,  Kabupaten  Tebo

sebagaimana  bukti  berupa  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

0438/28/X1997, tertanggal 21-06-2021;  
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2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Penggugat  berstatus  Perawan

sedangkan  Tergugat  berstatus  Jejaka,  dan  sesaat  setelah  akad  nikah,

Tergugat  mengucapkan  sighat  taklik  talak  yang  isinya  sebagaimana

tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;  

3. Bahwa  setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di

Jalan  Padang Lamo, Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu,

Kabupaten Tebo;  

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

dua orang orang anak bernama Heni Pebriyanti umur 22 tahun dan Hana

Sapitri umur 15 tahun;  

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2004 antara

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang  disebabkan:  a.  Tergugat  selingkuh  dengan  perempuan  lain;  b.

Tergugat  terlibat  pengedaran  obat  terlarang dan  dijatuhi  pidana  penjara

selama 10 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tebo; c. Tergugat

melakukan  tindak  KDRT;  d.  Tergugat  malas  dalam  mencari  nafkah;  e.

Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga

Penggugat; ;  

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  Nopember  tahun  2017,  Penggugat  dan

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga kedua belah

pihak  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban  masing-masing  sebagaimana

layaknya suami-stri;  

7. Bahwa usaha damai dari  keluarga sudah pernah dilaksanakan namun

tidak berhasil;  

8. Bahwa  penjelasan  di  atas  menunjukkan  keadaan  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin

dipertahankan lagi;  
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena

perceraian;  

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;  

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

menghadap sendiri  ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak  menghadap

dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  Wakil/Kuasa

hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yang  relaas

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  ke  persidangan  namun

Majelis  Hakim  selama  persidangan  berlangsung  tetap  memberikan  nasehat

kepada  Penggugat  agar  mengurungkan  keinginannya  untuk  bercerai  dan

mencoba  kembali  membina  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa

rahmah namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses

persidangan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengar

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa,  untuk  meneguhkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa surat:

-   Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Penggugat  dan

Tergugat  yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Tebo Ulu,  Kabupaten Tebo, Nomor  0438/28/X1997,  tertanggal
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21-06-2021,  yang telah dimeterai  dan telah di-nazegelen,  lalu  dicocokkan

dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

- Fotokopi  Putusan  Pidana  Pengadilan  Negeri  Tebo  dengan  Nomor

178/Pid.  Sus/2017/PN.Mrt, tanggal  06 Februari 2018,  telah dimeterai dan

telah di-nazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2; 

Bahwa,  Penggugat  mencukupkan  alat  bukti  surat tersebut  dan

menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan

kesimpulan  bahwa  Penggugat  tetap  dengan  gugatan  semula  dan  mohon

kepada Majelis  Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan

Penggugat,  karena  Penggugat  telah  membuktikan  segala  dalil  gugatan

Penggugat di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala

hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini,  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

dilaksanakan menurut  hukum Islam (vide P.1),  maka berdasarkan ketentuan

Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan  Jo. Pasal  49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama Jo.  Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974  Tentang

Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat,  Penggugat

berdomisili di Kabupaten Tebo, yang merupakan  yurisdiksi Pengadilan Agama

Muara Tebo, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan

Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama.  Oleh  karena  itu,  perkara  ini  termasuk  dalam  kewenangan  relatif

Pengadilan Agama Muara Tebo;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  mendalilkan

bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tebo  Ulu,

Kabupaten Tebo,  Propinsi  Jambi, sesuai  dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

0438/28/X1997,  tertanggal  21-06-2021, oleh  karena  itu  Penggugat  dan

Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (persona standi in

judicio),  dan berdasarkan pasal  73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama  Jo.  Pasal  132  Kompilasi  Hukum  Islam,

Penggugat  memiliki  kedudukan  hukum  (legal  standing) untuk  mengajukan

perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat

agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan

ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  Jo.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,

maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat

dapat  disimpulkan  bahwa  Penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  cerai

terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pengguga dengan

Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sejak  tanggal  06

Februari  2018 telah  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  selama  10 (sepuluh)

tahun  di  Pengadilan  Negeri  Tebo Sehingga  sejak  saat  itu  Penggugat  dan

Tergugat  sudah tidak pernah lagi  menjalin  hubungan sebagaimana layaknya

suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut di atas, Penggugat

telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
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2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena

perceraian;  

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;  

4.   Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  akan  menjawab  petitum  gugatan

Penggugat  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terbukti  di  persidangan  dengan

pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena

berkaitan  dengan  petitum  yang  lain,  akan  Majelis  Hakim  pertimbangkan

kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, maka

Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah

dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir,  dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan

oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir

ke persidangan;

Menimbang,  bahwa  dengan  ketidakhadiran  Tergugat  di  persidangan

sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh

dalil  gugatan Penggugat,  sehingga dalil  gugatan Penggugat  dianggap benar

dan  terbukti,  namun  demikian  karena  perkara  ini  merupakan  perkara

perceraian,  maka  Majelis  Hakim  perlu  memeriksa  bukti-bukti  lain  untuk

mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan

amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  telah  terbukti  bahwa

Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Tergugat

dijatuhi  hukuman  penjara  selama  sepuluh tahun sejak  tanggal  06  Februari

2018;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  P1  dan  P2,  Majelis  Hakim

berkeyakinan bahwa alat bukti tersebut adalah sebagai alat bukti autentik yang

mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung

oleh bukti P1 dan P2, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  diatas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  benar-

benar sudah tidak harmonis karena Tergugat telah melakukan tindak pidana

yang pada akhirnya Tergugat diharuskan menjalani hukuman penjara selama

sepuluh tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan

oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo.  Pasal  19 huruf (c)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II

halaman  248  yang  diambil  alih  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang

berbunyi :

اليزاء             وكان الزوج اعتراف او الزوجة ببينة ضي القا لدى دعواها ثبتت اذا

بينهما           الصلح عن وعجزالقاضي امثالهما بين العشرة دوام معه يطاق مما

باءنة   طلقة طلقها

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau
karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat
lagi  diteruskan  karena  perbuatan  suami  yang  menyakitkan,  dan
Pengadilan  tidak  mampu  mendamaikan  mereka,  maka  boleh
dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  gugatan  Penggugat  a  quo telah  beralasan  dan  tidak  melawan

hukum, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  diceraikan  berdasarkan

putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf

(c)  Kompilasi  Hukum  Islam,  Penggugat  dan  Tergugat  diceraikan  dengan

menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  petitum  gugatan  Penggugat  poin  3,  oleh  karena

perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009,  petitum  gugatan  tersebut  patut  dikabulkan  dengan

membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Hakim  atas

masing-masing petitum gugatan Penggugat di  atas, maka menjawab petitum

gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula

mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka

quod  est ketentuan  Pasal  149  dan  Pasal  150  R.Bg.  gugatan  Penggugat

dikabulkan dengan verstek;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan  Tergugat   yang  telah  dipanggil   secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hendri bin Burhanudin)

terhadap Penggugat (Endrawati binti Juri);

4. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo  pada hari  Selasa tanggal  13 Juli 2021

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  03  Zulhijjah  1442  Hijriah,  oleh  kami  H.
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RIJLAN HASANUDDIN, Lc., M.E. sebagai Ketua Majelis, LENI SETRIANI, S.Sy

dan ANDI ASYRAF, S.Sy,  masing-masing sebagai  Hakim Anggota. Putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh

NUR AMRI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis, 

 

H. RIJLAN HASANUDDIN, Lc., M.E.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

  

LENI SETRIANI, S.Sy ANDI ASYRAF, S.Sy

Panitera Pengganti,

 

NUR AMRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran     : Rp    30.000,00
2. Biaya

Proses
: Rp    50.000,00

3. Biaya
Panggilan

: Rp   220.000,00

4 PNBP
Panggilan

: Rp    20.000,00

4. Biaya
Redaksi

: Rp    10.000,00

5. Biaya
Materai

: Rp      10  .000,00  

Jumlah Rp   340.000,00
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(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
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